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University of Kanjuruhan Malang
ABSTRACT
It is needed a man who has moral, competence and quality to face the global world. It
is a strategic effort toproduce men who have moral, competence and quality. National
education system in the certain limitation has produced high quality men, such as a
number ofpeople who are believed in handling strategic position in all sectors and
society. However, there are many claims which indicate that our education system
brings effects towards the low quality of  human resource, and the spread of mor
decadence. Then, those things affect towards multidimensional crisis. Therefore, it IS
important to construct the concept and implementation ofnational education in order
to minimalize or even get rid of the crisis, especially immoral hehaviours which are
wide spread in society. It is also essential to keep the consistency of value education,
especially  anti-corruption  values which are  internalized  in  early  age  through the
applied education system till in the education practice.











  an  merupakan
  suatu  proses
  membina  dan
mengantarkan
  peserta  didik
untuk
  menemukan  jati




  nasional   no.  20
  tahun  2003,
dijelaskan bahwa
pendidikan
  adalah  usaha
  sadar,  terencana
untuk
mewujudkan
  suasana  belajar
  dan  proses
pembelajaran
  agar  peserta
didik secara aktif
mengembangkan
  potensi  dirinya







  akhlak  mulia,
serta
keterampilan
  yang  diperlukan
dirinya,
masyarakat,




  tersebut  memiliki
makna yang cukup
  kompleks,  dan
untuk mencapainya
  perlu  didukung
  oleh  semua




  sebagai  sistem
  yang  terintegrasi
memerlukan
  tanggung  jawab
  bersama  untuk
melaksanakannya,
Hal  ini  merupakan
  pencerminan  nilai-
  nilai  kebangsaan
    suatu  negara.  Jika
  pemimpin  dari
  suatu  negara
  menampilkan  dan
menyakinkan nilai-
  nilai  yang   positif,
dipastikan
  masyarakat  akan
memberikan
apresiast  dan  akan
  mentaati  serta
menjalankan semua
yang terkait  dalam
  sistem.  Dengan
    sistem  yang  baik
  memastikan  tujuan





















dan sejahtera dapat tercapai.  canggih  dan memanfaatkan teknologi  Namun
sebaliknya,  jika  sistem  yang modem.  Kasus  terjadinya  korupsi  dari  ESangun
 didasarkan oleh kepentingan hari ke hari kian marak. Hampir setiap   unsur-
          unsur  atau  pihak-pihak  hari  berita  tentang  korupsi  menghiasi  =tentu,  maka
 dipastikan  akan  terjadi  berbagai  media.  Korupsi  dianggap  kesenjangan  yang
               bermuara  pada  biasa  dan  dimaklumi  banyak  orang,  k£dakpastian  dan
ketidakadilan. sehingga masyarakat sulit Resenjangan yang terjadi sering terkait
membedakan mana perbuatan korup Engan masalah sosial ekonomi dan dan mana
perbuatan yang tidak korup.
 •žudukan dalam hukum. Meskipun sudah ada Komisi
  Persoalan kesenjangan baik Pemberantasan Korupsi dan beberapa mal  ekonomi 
  maupun hukum instansi anti korupsi lainnya, namun zerupakan masalah umum dan krusial
  faktanya negeri ini masih menduduki and mendera negara-negara,ranking atas 
 sebagai negara terkorup
}tem
  khususnyanegara berkembang, didunia.
 oraltermasuk Indonesia. Dan tak dapat Hasil survei Transparancy it isEpungkiri, 
 kesenjangan tersebut International pada Tahun 2013 rderEsebabkan oleh nilai dan 
  moral yang menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi areEmiliki oleh setiap unsur dalam
 Indonesia berada di peringkat 114 dari tion,negara. Salah satu akibat yang muncul 177 
  negara. Sekarang Indonesia sama thesecara negatif dari nilai dan moral dengan Djibouti (negara di 
   Afrika adalah korupsi. Timur), dan di ASEAN Indonesia kalah dari Malaysia, Singapura, 
  dan Pembahasan Thailand, dan setara dengan Vietnam Masalah korupsi bukan hal baru
  dan Timor Leste (Transparansy persoalan hukum dan ekonomi International, 2013).
linyasaatu negara karena masalah korupsiUpaya pemberantasan korupsi ?ihaktelah ada sejak
  dahulu kala, baik di oleh pemerintah telah dituangkan negara maju maupun negara
 dalam Inpres RI No.17 Tahun 2011 yangErkembang termasuk Indonesia. tentang aksi 
 pencegahan dan gungBahkan perkembangan masalah pemberantasan korupsi, namun hal 
  korupsi di Indonesia saat ini telah tersebut belum juga dapat memberikan )akanEanggap sebagai 
 persoalan luar biasa efek jera. Pengaruh yang ditimbulkan gsaanEkarenakan oleh 
 peningkatan jumlah oleh korupsi saat ini telah menyentuh suatudan penyebarannya 
   hingga ke lapisan berbagai bidang kehidupan. Korupsi masyarakat bawah. merupakan masalah 
    serius yang dapat stikanKorupsi, kini sudah menjadi membahayakan stabilitas dan 
  esiasipe rmasalahan serius di negeri ini. keamanan masyarakat, merusak nilaiKasus korupsi sudah 
  tidak terhitung nilai demokrasi dan moralitas serta istem.lagi jumlahnya, berkembang dengan
membahayakan pembangunan sosial stikanpesat, meluas di mana-mana dan terjadi
ekonomi suatu negara, yang secara arakatsecara sistematis dengan rekayasa yang
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    negara,  *mengganggu  sendi-sendi
    demokrasi  dan  proses  pembangunan.
Kompleksitas  masalah  korupsi  terkait
        dengan  masalah  moral  atau  sikap
    mental,  pola  hidup,  kebudayaan  dan
lingkungan   sosial,   masalah   tuntutan
    ekonomi  dan  kesejahteraan
  sosialekonomi,  struktur/sistem
  ekonomi,  budaya  politik,  mekanisme
    pembangunan,  birokrasi  dibidang
pelayanan publik dan keuangan (Barcla
N.A, 2005).
      Kondisi  seperti  itu  perlu
     disikapi  dengan  melakukan   berbagai
 upaya   untuk   menanggulangi   masalah
korupsi yang sudah mengakar,  meluas,
        dan  menggejala  di  Indonesia.  Pada
tahun  2012  Kemendikbud  dan Komisi
    Pemberantasan  Korupsi  sebenarnya
      sudah  menyepakati  kerja  sama
menerapkan   pendidikan   anti   korupsi.
      Namun  kesepakatan  ini  belum
sepenuhnya menjadi komitmen bersama
      seluruh  bangsa,  padahal  program
      tersebut  merupakan  gebrakan  besar
        dunia  pendidikan.  Ini  sangat  tepat
        menjadi  blue  print  konsep  dan
implementasi pendidikan karakter, guna
    membentuk  pribadi  berintegrasi
      (character  education  for  integrity).
    Pendidikan   anti   korupsi   sangat   tepat
        demi  masa  depan  bangsa  yang
      berkeadilan  (justice  for  suistanable
future).
Pendidikan   justru   melahirkan
para koruptor karena terjebak sebagai
alat  kekuasaan.  Pendidikan  tidak  lagi
        netral  dan  sudah  menjadi  ajang
pertarungan kekuasaan  penuh interest
dan konflik.  Pendidikan tidak objektif
        dan  sering  kali  penuh  muatan
    kepentingan  ideologis,  sehingga
      pendidikan  berubah  dari  sarana
mencari kebenaran dan autentisitas diri
      manusia  menjadi  pembenaran  dan
     arena  pencarian  jati  diri  semu   dan
   absfrak.  Pendidikan   jauh   dari   nilai
    moralitas  kemanusiaan.  Dalam
    keterpautan  ekonomi,  pendidikan
      hanya  menjadi  lembaga  pengeruk
      keuntungan,  tidak  peduli  pada
    kemiskinan  bangsa.  Permainan
      kekuasaan  dan  ekonomi  telah
      membawa  pendidikan  bangsa  ke
lembah  keterpurukan.  Dari  fenomena
      demikian,  yang  harus  dilakukan
    lembaga  pendidikan  adalah
      membangun  ideologi  kehidupan  anti
    korupsi,  diantaranya  menempatkan
pendidikan sebagai sarana membentuk
karakter (Siti, M-H, 2014).
    Pendidikan  anti  korupsi
      sesungguhnya  sangat  penting  guna
mencegah tindak  pidana  korupsi.  Jika
      Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan
beberapa  instansi  anti  korupsi  Iainnya
      menangkap  para  koruptor,  maka
     pendidikan  anti  korupsi  juga  penting
      guna  mencegah  adanya  koruptor.
  Seperti   pentingnya   pelajaran  akhlak,
        moral  dan  yang  Iainnya.  Pelajaran
      akhlak  penting  guna  mencegah
    terjadinya  kriminalitas.  Begitu  halnya
     pendidikan  anti   korupsi   itu  penting
guna mencegah aksi korupsi.
Pendidikan  anti  korupsi  harus
diberikan  sejak  dini  dan dimasukkan
dalam proses pembelajaran dari tingkat
      pendidikan  dasar,  menengah  dan
        pendidikan  tinggi.  Hal  ini  sebagai
      upaya  membentuk  perilaku  peserta
        didik  yang  anti  korupsi,  Pendidikan
anti korupsi ini diberikan melalui suatu











   arana mengintegrasikan melalui tinggi dan mahasiswa. Perguruan tinggi
 +erapa mata pelajaran. Inti dari dan mahasiswa diharapkan dapat dan
 —¿teri pendidikan anti korupsi ini berperan aktifdalam upaya
 pencegahan £alah penanaman nilai-nilai luhur korupsi, didukung juga
dengan pasal 33
  nilai  terdiri dari sembilan nilai yang UUD 1945 dimana demokrasi ekonomi alam
Esebut dengan sembilan nilai anti kemakmuran masyarakatlah yang dikan
 -crupsi. yaitu: tanggung jawab, diutamakan bukan kemakmuran orangeruk
Esžplin, jujur, sederhana, mandiri, seorang, dengan berperan sebagai agen pada kžda keras,
 adil, berani, dan peduli perubahan (agent of change ) dan aman
 Xemendikbud, 2012). motor penggerak gerakan anti korupsi
telah
 Dalam Rencana Pembangunan di masyarakat. ke
  Menengah Daerah (RPJMD) Implikasi teori Piaget terhadap mena
 Timur tahun 2009-2014 pada pendidikan, menurut teori Piaget
 ;rozram pendidikan, menempatkanmengenai perkembangan kognitif
dalah
  ;eningkat an aksesbilitas dan kualitasmendefinisikan intelegensi,
anti
   ;endidika n. Berbagai upayapengetahuan, dan hubungan dengan
atkan
         ;embangunan  pendidikan,  termasuk  lingkungannya.  Menurut  Piaget  setiap  entuk  v•zjib
               belajar pendidikan  dasar  organisme  hidup  cenderung  untuk  sžnbilan  tahun  yang  dicanangkan
melakukan adaptasi  dan  organisasi.  rupsi  tahun  1994  dilaksanakan untuk  Dalam proses
 adaptasi dan organisasi guna zeningkatkan taraf pendidikan terdapat 4 konsep dasar yaitu skema, Jika
 — enduduk Jawa Timur,  namun  sampai  asimilasi,  akomodasi,  dan ekuilibrasi.  dan  seat  ini
 masalah rendahnya tingkat Perkembangan kognitif individu ;endidikan penduduk dan juga meliputi
 empat tahap: (1) Periode maka zadahnya kualitas pelayanan sensory motor  (usia 0-2 tahun),  (2)
 
nting 
;endidikan masih merupakan isu Periode pre operasional (usia 2-7 LIPtor.
 =ategis pembangunan di bidangtahun), (3) Periode operasional konkret
thlak,
  ;endidika n, sehingga sangat diperlukan (usia 7-11 tahun), (4) Periode
   ijaran cçerasionalisasi nyata dari semua pihak operasional formal (usia 11-15 tahun). ;egah  
 mengupayakan peningkatan Implementasi teori Piaget terhadap alnya zutu pendidikan. 
   Upaya peningkatan pendidikan: (l) Memfokuskan pada nting zutu pendidikan dapat 
 dilakukan baik proses berfikir atau proses mental anak secara formal, non-formal, dan
tidak sekedar pada produknya, (2)
s
 izformal. Secara formal, jenjang Pengenalan dan pengakuan atas ;endidikan dasar, 
menengah dan atasperanan anak-anak yang penting sekali ngkat zaupun pendidikan tinggi 
  merupakan dalam inisiatif diri dan keterlibatan dan szana yang dilakukan untuk aktif 
 dalam kegiatan pembelajaran, (3) agai
nenghasilkan  '  mutu  pendidikan  yang Tidak  menekankan pada praktekpraktek
yang diarahkan untuk











Elakukan dengan melibatkan seluruh dewasa nganPiaget mengasumsikan bahwa













































































































































nusia  yang  ada
di suatu bangsa,
  serta  menuntut
langkahlangkah
  strategis  guna
menghentikan
  laju  degradasi
  moralitas  dan
karakter bangsa
  seperti  yang
dikatakan
  (Aziz,  H.A,





  kan  sekaligus
  menjadi  roh
pembelajaran






  menjadi  bahan
perhatian
  sebagai  respon





  seperti  korupsi,
kekerasan,
perkelaian  antar
 pelajar,   bentrok
  antar  etnis  dan
  perilaku  seks














































































































































pemisah antara kaya 
dan miskin, arıtara 
rakyat dan pejabat, 
antara penguasa dan 
yang dikuasai, dan 
politik misalnya 
sangat liberal. Dari 












Manusia hidup untuk mencari
kesenangan dan kepuasan, karena itü 
merupakan dasar dari sifat manusia. 
Contohnya, pada saat ini kemajuan 
teknologi informasi telah 
menawarkan berbagai macam gaya 
 hidup kepada III masyarakat 
terutama kepada generası 
muda/remaja. Para remaja 
berlombalomba untuk mengikuti tren 
gaya hidup untuk mencapai 
kepuasaan pribadi yang kadang-





orang memiliki suatu 
barang atau mencari 
kepuasaan dimana 
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dan pengabdian kepada 
masyarakat. Maka dari 
itu, menjadi pendidik 
merupakan tugas yang 
mulia karena mencakup 




anak didik maupun 
masyarakat. Pola 
kehidupan yang mewah 
bagi seorang pendidik, 
dapat menjadi masalah 





hidup mewah dapat i
  membawa  pendidik
  terjerumus  dalam
  penyuapan  maupun
    korupsi,  dan  pola
  kehidupan  yang





  atas  kepentingan
    rakyat,  beban  yang
memproduksi,
mendistribusikan, atau
  menjual  alat
pemenuhan kebutuhan
masyarakat
  berbentukjasa  publik
    dan  layanan  sipil.
    Sejalan  dengan  itu
  tugas  pemerintahan
adalah untuk melayani
  dan  mengatur
  masyarakat,  bahwa
tugas  pelayanan  lebih
  menekankan  upaya
mendahulukan
  kepentingan  umum,
mempermudah  urusan
  publik  dan
memberikan  kepuasan
  kepada  publik,
  sedangkan  tugas
  mengatur  lebih
menekankan
  kekuasaan  yang
    melekat  pada  posisi
jabatan birokrasi.
Fakta empiris yang
 dapat dicermati terkait
korupsi dan






























































dimana suap dan upah 
tersedia lebih banyak. 





























bidang ekonomi juga 
menyebabkan 
persaingan yang tidak 
kompetitif antar pelaku 
ekonomi (pengusaha) 
karena semua proses 
harus melalui uang 
pelicin dan 
memerlukan waktu 















biaya hidup yang lebih 
tinggi dan harga-harga 
menjadi lebih mahal 
sebagai dampak adanya
ongkos manajemen 







adalah uang untuk 




  tersebut  di
  atas  peneliti
menyimpulk
  an,  langkah




  negeri  ini
adalah
memberikan












  anti  korupsi
kiranya






  satu  sarana
  yang  efektif
untuk
memutus
  mata  rantai
korupsi  yang
membelengg
  u  bangsa











































































































































  suatu  bidang






















  program  ini
diharapkan
























































































































































  kung  oleh
adanya







  orang  kaya




  tetapi  lebih

















    an  ekonomi  akan
  tercapai  apabila
sumberdaya
manusianya
  memiliki  etika,
moral, rasa tanggung
jawab, rasa keadilan,
  jujur,  serta
menyadari   hak   dan
  kewajiban  yang




















































































































































  Dan  hal
ini
merupak








  an  dan
perlu
ditanamk


































  jujur.  Saat







































 alam dunia 
 akademis  -a
khususnya 
perguruan tinggi, 
lahirnya sebuah mata 




yang tepat. Demikian 
pula halnya dengan 

































  titik  temu,







  a  masing-
masing.
Sebu




 sebuah  mata




  dari  sebuah
  mata  kuliah,
  tidak  selalu







  respon  atas
perkembang
an fenomena
yang terjadi. Begitu pula
mata kuliah  anti  korupsi
yang bisa dikatakan lahir
    dari  adanya  fenomena
  semakin  parahnya
  disintegritas  dalam
kehidupan berbangsa dan
  bernegara,  yang
  diindikasikan  oleh
  terjadinya  berbagai
tindak korupsi yang tiada
  henti,  sehingga
  memerlukan  upaya-
 upaya   sistematis   dalam
membasminya.
    Dampak  korupsi  yang
  telah  terbukti
  melemahkan  sumber
  daya,  meresahkan
  kehidupan  sosial,
  menggerogoti  potensi
  negara-bangsa  dan
bahkan
  sudah  menjadi  masalah
  internasional,  harus
  diseminasikan  kepada
  seluruh  masyarakat
  melalui  pendidikan,
  sehingga  diharapkan
  akan  menumbuhkan
tekad bersama untuk
 menghentikan korupsi dimasa
mendatang.
Pembekalan
   pendidikan  anti   korupsi
      harus  dimulai  dari  guru
itu sendiri. Cegah korupsi
dapat dilakukan bila guru
menyadari bahwa korupsi
itu  adalah  penyakit  yang
    dapat  hinggap  kepada
siapa saja. Bila guru telah

































      mengajak  pèserta  didiknya  untuk
mampu berbuat jujur. Ketika kejujuran
telah tertanamkan dengan baik dimulai
dari  tingkat  dini,  maka  memberantas
        korupsi  bukan  hanya  slogan  belaka,
  tetapi  telah   menjadi  tindakan   nyata
      untuk   segera  diberantas  sampai  ke
akar-akarnya.
Pendidikan anti korupsi sejalan
      dengan  pendidikan  selain  menjadi
bagian dari proses pembentukan akhlak
peserta didik,  pendidikan anti  korupsi
diharapkan   mampu   menjadi   fondasi
        utama  di  dunia  pendidikan  dalam
pembentukan jati  diri  yang jujur  dan
      berparadigma  Pancasila  serta  UUD
1945 sesuai dengan UU No. 20, tahun
      2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional. Jika pendidikan anti korupsi
  sudah  menjadi   orientasi  dan   tujuan
pembelajaran,   tentu   sekolah/lembaga
      pendidikan  akan  menjadi  tempat
penyemaian  budaya  kejujuran.  Bukan
      hanya  melahirkan  generasi  penerus
      yang  pandai  secara  intelektual,
        emosional,  dan  spiritual,  tetapi  juga
memiliki kepribadian yang berkarakter,
berintegritas,  dan bertanggung  jawab.
Upaya   pemberantasan   korupsi   tidak
      dapat  diselesaikan  secara  instan.
      Langkah  preventif  yang  dapat
      dilakukan  untuk  mengurangi  bahaya
        laten  ini,  hendaknya  dimulai  dari
lembaga yang sifatnya laten pula yaitu
      proses  pembelajaran  di  lembaga
pendidikan.
Pendidikan anti korupsi bagi 
 Perguruan Tinggi/LPTK, peran 
perguruan tinggi LPTK sudah saatnya 
diarahkan bukan hanya untuk 
menghasilkan sarjana yang menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi saja, 
tetapi perguruan tinggi bertanggung 
jawab terhadap kehadiran generasi 
penerus yang berkarakter dan 
memegang teguh integritas serta tidak 
Iagi melahirkan lebih banyak 
caloncalon koruptor. Hal tersebut 
mengacu pada Direktur Jenderal Dikti 
Kemendikbud melalui Surat Nomor
1016/E/T/2012 30 Juli 2012 perihal
  Surat  Edaran  Tentang   Implementasi
Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan
 Tinggi   memohon  kepada   Perguruan
Tinggi  Negeri  dan  Perguruan Tinggi
      Swasta  (melalui  Kopertis)  untuk
    menyelenggarakan  Pendidikan  Anti
      Korupsi  mulai  Tahun  Akademik
2012/2013 dalam bentuk mata kuliah
wajib/pilihan atau
  diinversikan/disisipkan  dalam
matakuliah yang relevan.
      Pendidikan  anti  korupsi  bagi
        dosen  dapat  dijadikan  acuan  atau
referensi,  bahwa dengan adanya mata
  kuliah  pendidikan  anti  korupsi,  para
dosen dapat merancang pembelajaran,
memberikan tauladan dan pernahaman,
    serta  mendidikkan  tentang  nilai-nilai
   anti  korupsi  kepada   mahasiswanya.
      Pendidikan  anti  korupsi  dapat
    memudahkan  mahasiswa  berperan
aktif dalam upaya pencegahan korupsi
      dengan  berperan  sebagai  agen
perubahan (agent ofchange) dan motor
     penggerak   gerakan   anti  korupsi  di
    masyarakat,  dengan  membentuk
      generasi  penerus  yang  memiliki
    komiünen  untuk  menegakkan
      integritas  diri  melalui  penanaman
      nilainilai  pendidikan  anti  korupsi.
Dapat  meningkatkan  motivasi  belajar
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